
BUPATI KONAWE SELATAN

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN

NOMOR:53 TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KABUPATEN KONAWE SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Menimbang:

Mengingat:

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KONAWE SELATAN,

a. bahwa dalam rangka tertib administrasi khususnya
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Perubahan Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran
2023 dan mendukung kelancaran penyelenggaraan
peningkatan pelaksanaan tugas;

b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten
Konawe Selatan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten
Konawe Selatan Tahun Angga:ran 2023, perlu dilakukan
penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Konawe Selatan
Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Konawe Selatan Tahun Anggaran 2023;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Konawe
Selatan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Konawe Selatan Tahun Anggaran 2O23;

1. Pasal 18 (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 2a Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan l,embaran Negara Nomor
42671;
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4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3455);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangarr
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442 1);

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-
2025 (tembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 33, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4700);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2Ol7 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2}ll Nomor 82,
Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentaag
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
20 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6801);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2074 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Keda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2O22 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6757\;
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 96);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 1 Tahun 20 l0 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2Ol7 lentang
Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran
Pembangunan Nasional (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6065);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tasnbahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

17. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar
Harga Satuan Regional (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020
tentang Standar Harga Satuan Regional (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Standart Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual
Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 1425);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 'lahun 2O2O

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Ta}eun 2022
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggarart 2023 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 9721;
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22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83|PMK.O2 /2022
tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4941;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10
Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi
Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Konawe Selatan
(l,embaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2007
Nomor 10);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah
Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 4
Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan
Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten
Konawe Selatan Tah:;n 2022 Nomor 4);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 3
Tahun 202 1 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan
Tahun 2021 Nomor 3);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 4
Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Perubahan Kabupaten Konawe Selatan Tahun
Anggaran 2023 (tembaran Daerah Kabupaten Konawe
Selatan Tahun 2023 Nomor 4);

27. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 28 Tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah
Kabupaten Konawe Selatan (Berita Daerah Kabupaten
Konawe Selatan Tahun 2017 Nomor 28);

28. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 9 Tahun 2023
tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran
2023 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun
2023 Nomor 9).

MEMUTUSI(AN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN NOMOR 9 TAHUN
2023 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KONAWE

SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023.



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Konawe Selatan
Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan
Tahun Anggarat 2023 (Berita Daerah Kabupaten Konawe
Selatan Tahun 2023 Nomor 9) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai
berikut :

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
otonom.

3. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya

disingkat DPRD adalah l,embaga Perwakilan Rakyat
Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah.

5. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban

daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan
daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di
dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan
dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan
kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan,
penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan
pengawasan keuangan daerah.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Konawe Selatan yang selanjutnya disingkat APBD adalah
rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang
dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah
dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

9. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
OPD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam
penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.

10. Unit Kerja adalah bagian dari OPD yang melaksanakan
satu atau beberapa program.

-5-
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11.Satuan Kerja Pengelola Keuangal Daerah selanjutnya
disingkat SKPKD adalah Badan Keuangan dan Aset
Daerah selanjutnya disingkat BKAD selaku pengguna

anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan
pengelolaan keuangan daerah.

12. Rencana Kerja dan Anggaran OPD yang selanjutnya
disingkat RKA-OPD adalah dokumen perencanaan dan
penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana
belanja, program dan kegiatan OPD serta rencana
pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

13. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah
adalah Kepala Daerah yang karena jabatannya
mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan
pengelolaan keuangan daerah.

14. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya
disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Ke{a Pengelola
Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan
kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara
Umum Daerah.

15. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat
BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas
sebagai Bendahara Umum Daerah.

16. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA

adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaarl
anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi
Perangkat Daerah yang dipimpinnya.

17. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya
disebut Kuasa BUD adalah Pejabat yang diberi Kuasa
untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.

18. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat
KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk
melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran
dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi
Perangkat Daerah.

19. Pejabat Penatausahaan Keuangan OPD yang selanjutnya
disingkat PPK-OPD adalah pejabat yang melaksanakan
fungsi tata usaha keuangan Perangkat Daerah.

20. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya
disingkat PPTK adalah pejabat pada OPD yang
melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari
suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.

21. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang
daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk
menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan
untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
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22. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat
penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala
Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah
dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran
daerah pada Bank yang ditetapkan.

23. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas
daerah.

24. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas
daerah.

25. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah
yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.

26. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah
yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

27. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara
pendapatan daerah dan belanja daerah.

28. Defi.sit Anggaran Daerah adalah selisih kurang arltara
pendapatan daerah dan belanja daerah.

29. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang
perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan
diterima kembali, baik pada tahun aaggaran yang
bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran
berikutnya.

30. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya
disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan
dan pengeluaran anggaran selama satu periode
angSaran.

31 . Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang
mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau
menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain
sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar
kembali.

32. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari
Pemerintah Daerah kepada Pemerintah atau Pemerintah
Daerah lainnya, Perusahaan Daerah, dan Organisasi
Masyarakat, yang secara spesifik telah ditetapkan
peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat,
serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk
menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah.

33. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar
kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah
Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat
perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan
perundangan atau akibat lainnya yang sah.

34. Dana Cadangan Daerah adalah dana yang disisihkan
guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif
besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun
anggaran.
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35. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh
manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti,
manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat
meningkatkan kemampuan Pemerintah dalam rangka
pelayanan kepada masyarakat.

36. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar
Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah
Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan
peraturan perundangan, pefanjian, atau berdasarkan
sebab lainnya yang sah.

37. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan
penggunaan barang milik daerah.

38. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD
adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang
dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

39. Dana Perimbangan adalah dana yang berasal dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang
dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan
daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisa.si.

40. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU
adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara yang dialokasikan dengan tujuan
pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk
mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan
desentrali.sa-si.

41. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK
adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah
tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai
kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan
sesuai dengan prioritas nasional.

42. Belanja tidak terduga adalah belanja daerah yang
digunakan untuk keperluan penanganan bencana alam,
bencana sosial dan pengeluaran tidak terduga lainnya
yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan
kewenangan Pemerintah Daerah.

43. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli
atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari
perolehan lainnya yang sah.

44. Perusahaan Daerah adalah badan usaha yalg seluruh
atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah
Kabupaten Konawe Selatan.
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45. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya
disingkat BLUD adalah Perangkat Daerah atau unit
ke{a pada Perangkat Daera}r di lingkungan Pemerintah
Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan
kepada masyarakat berupa penyediaan barang
dan/ atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan
mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya
didasarkan pada prinsip elisiensi dan produktivitas.

46. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya
disingkat FKTP atau dapat disebut Pusat Kesehatan
Masyarakat (Puskesmas) adalah fasilitas kesehatan yang
melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang
bersifat non spesialistik untuk keperluan observasi,
diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayan
kesehatan lainnya.

2. lampiran I diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum
dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peratu ran Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2023 
NOMOR 53

Diundangkan di Andoolo
Pada tanggal 19 September 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN,

             Ttd

ST.CHADIDJAH

Ditetapkan di Andoolo
Pada tanggal 19 September 2023
BUPATI KONAWE SELATAN,

             Ttd

SURUNUDDIN DANGGA



LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI KO1YAWE SELATAN
I{OUoR | €7 TAHUN 2023
TANGGAL :19 qsft€n4Cg 2O23
TENTAM : PERUBAHAII ATAS PERATURAII BUPATI I{OMOR 9

TAHUN 2023 TENTAITG PEDOMAN PELATSA]TAAII
ANGGANAI PEI{DAPATAN DAN BELANJA DATRAH
KABUPATEN KOIYAVIE SELATAII TAHUN ANGGARAN
2023

PELAXSANAAN ANGGARAI{ PENDAPATAN DAN BELAI{JA DAERAH (APBDI
KABUPATEN KOI{AWE SELATAN

TAHUI{ AI{GGARAI{ 2O'T3

ASAS UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pengelolaan keuangan daerah disusun berdasarkan :

1. Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada Peraturar Perundang-Undangan,
efisien, ekonomis, efekt4 transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan
asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

2. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan da-lam suatu sistem yang terintegrasi yang
diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pengelolaan keuangan daerai melaksanakar asas-asas sebagai berikut :

l. Efisien merupakan pencapaian keluaral yang maksimum dengan masukan tertentu atau
penggunaan masukal terendah untuk mencapai keluaran tertentu.

2. Ekonomis merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu
pada tingkat harga yang terendah.

3. Efektif mempakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu
dengan cara membandingkan kelua,ran dengan hasil.

4. Transparal merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyaralat untuk
mengetaiui dan mendapatkan al<ses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.

5. Bertanggung jawab merupakan perwujudan kew4jiban seseorang atau satuan ker1'a

untuk mempertanggung jawabkan pengelolaan dal pengenda-lian sumber daya dan
pelalsanaan kebijakan yang dipercayalan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan
yang telah ditetapkan.

6. Keadilan adalah keseimbangan distribusi kewenalgan dan pendanaannya.
7. Kepatutan adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan

proporsional.

PELAKSANAAN APBD
Pelaksanaan APBD merupakan kumpulan renc€rna kerja anggaran dari semua OPD

yang tela}l menjadi ukuran capaian target kine!'a danlatan prakiraan/rencana keuangan
tahunal Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah
dan DPRD, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dalam melal<ukal Pelaksanaan
APBD ha-rus dilandasi dengal Kebijakan Umum Anggaran dan PPAS yang disepakati
bersama anta,ra Pimpinan DPRD dengan Kepala Daerah. Peraturan Daeral tentang APBD

hanya dapat dilakukan 1 (sahr) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan
luar biasa.
1. Xriteria Pelaksanaan APBD

Pelal<sanaan APBD dilakukan dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut :

a. Perkembangan yang tidal< sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD, mencakup

1) Asumsi ekonomi makro yang telah disepalati terhadap kemampuan fiska.l daerah.
2) Pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah.
3) Adanya faktor-falcor yang menyebabkan teladinya peningkatan belanja daerah.
4) Adanya kebijakan di bidaag pembiayaan, sehingga harus dilakukan Perubahan

APBD.
b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggzfan antar unit

organisasi, antai program, antar kegiatan dan anta-rjenis belanja.
c. Keadaan yalg menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus

digunakan dalam tahun angga.ran berjalan, antara lain untuk :

B

I



1) Membayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah yang melampaui
anggaran yang ters€dia mendahului Pelalsanaan APBD;

2) Melunasi seluruh kewdiban bunga dan pokok utang;
3) Mendanai kenaikan gaji dan tunjangan PNS akibat adanya kebijakan pemerintah;
4) Mendanai kegiatan lanjutan;
5) Mendanai program dan kegiatan baru dengan kriteria harus diselesaikan sampai

dengan batas akhir penyelesaian pembayaran da.lam tahun anggar.rn berkenaan;
6) Mendanai kegiatan-kegiatan yang capaian target kine{anya ditingkatkan dari

yang telah ditetapkan semula dalam DPA-OPD tahun anggarar beqalan yang
dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran da.lam
tahun anggaran be4'alan.

2. Calupan Rancangan Pela-ksanaan APBD
a. Menampung program dan kegiatar yang diusulkan dalam RPJM.
b. Menampung program dan kegiatan yalg baru.
c. Menampung anggarzrn untuk kegiatan yang tidak dapat diselesaikan dalam tahun

arggaran sebelumnya (DPA-L).
d. Memuat hal-hal baik yang tidak terakomodir tahun sebelumnya maupun yang usulan

kegiatan baru.
3. Dokumen yarg digunakan untuk Pelalsanaan Ralcangan Peraturan Daerah tentang

Pelaksanaan APBD
a. Untuk melal<ukan penambahan/pengurangan baik terhadap volume, satuan, target

pencapaian yang berakibat terhadap penambalan/pengurangan jumlah anggaran
program dan kegiatal untuk dia-nggarkan kembali dalam Pelalsanaarr APBD, cukup
dengan melakukan penyesuaian da-lam DPA-OPD atau tidak perlu dengan menyusun
RKA-OPD baru.

b. Untuk menampung program dan kegiatan yang baru dalam Pelaksanaan APBD,
harus diawali dengal Pelaksalaar dokumen RKA-OPD.

c. Untuk menampung kegiatan-kegiatan yang tidal< dapat diselesaikan da-lam tahun
anggaran sebelumnya da-lam APBD yang disebabkan kar.ena forcrmnjeur atau diluar
kemampuan maka tidak perlu diawali dengan menyusun RKA-OPD, tetapi langsung
diperoleh dari DPA-L.

4. Hal-hal Lain Dalam Pelaksanaan APBD
a. Apabila DPRD sampai batas waktu tidak menetapkan persetujuan bersama dengan

Kepala Daerah terhadap Rancangan PERDA tentang APBD, Kepala Daerah dapat
melaksanakan pengeluarar setinggi-tingginya sebesar angka APBD talun anggaran
sebelumnya dar diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

b. Pengeluaran diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat dan bersifat wajib.
c. Belanja yang bersifat mengikat adalah belanja yang dibutuhkan seca.ra terus menerus

dal harus dialokasikan dengan jumlah yang cukup untuk keperluan dalam tahun
anggaran yang bersangkutan, seperti belanja pegawai, belanja barang/jasa.

d. Belanja yang bersifat wajib adalal belanja untuk teiaminnya kelangsungan
pemenuhan pendalaan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan kesehatan
dan/atau melaksarakan kewqjibal pihak ketiga.

e. Daltar kode rekening merupakal acuan baku dalam Pelaksanaan kode rekening yang
pemilihannya disesuaikan dengan kebutuhan daerah secara objektif, nyata dan
harus di koordinasikan dengan PPKD.

C. KEADAAN DARURAT
1. Sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :

a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aldivitas pemerintah daerah dal tidak dapat
diprediksikan sebelumnya;

b. Tidak diharapkal te{'adi secara berulang;
c. Berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
d. Memiliki dampak yalg signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yarg

disebabkan oleh keadaan darurat.
2. a. Kdteria belaaja untuk keperluan mendesak, mencakup :

1) Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum
tersedia dalam tahun ,rnggaran berjalal;

2) Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian
yang lebih besar b"gi pemerintah daerah dan masyarakat.
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b.

3. a.

b.

c.

d.

e.

f.

c.

h.

Penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun
anggaran be{a1al diformulasikan terlebih dahulu da_lam DPPA-OPD.
Pendanaan keadaan darurat diformulasikan terlebih dahulu da_lam RKA-OPD, kecuali
untuk kebutuhan tanggap darurat bencana.
Belanja kebutuhan tanggap darurat bencana dilakukan dengan pembeba;ran langsung
pada belanja tidak terduga.
Belanja kebutuhan tanggap darurat bencana digunakan hanya untuk pencarian dan
penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana,
kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan dan
penampung serta tempat hunian sementara.
Tata ca,ra pelaksalaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban belanja kebutuhan
tanggap darurat bencala dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

1) Setelah pernyataan tanggap darurat bencana oleh Kepala Daerah, Kepala OPD yang
melaksanakan fungsi penanggulangan bencana mengajukan Rencara Kebutuhan
Belanja (RKB) tanggap darurat bencana kepada PPKD selaku BUD;

2) PPKD selaku BUD mencairkan dana tanggap da-rurat bencana kepada Kepala OPD
yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana paling lambat 1 (satu) hari
keda terhitung sejak diterimanya RKB;

3) Pencairal dana tanggap darurat bencana dilakukan dengan mekanisme TU dan
diserahkan kepada bendahara pengeluaran OPD yang melaksanakan fungsi
penanggulangan bencana;

4) Penggunaan dana ta-nggap darurat bencana dicatat pada Buku Kas Umum
tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran pada OPD yang melaksanakan fungsi
penanggulangan bencana;

5) Kepaia OPD yang melalsanakar fungsi penanggulalgal bencana bertanggungjawab
secara fisik dal keuangan terhadap penggunaan dana tanggap da-rurat bencana
yang dikelolanya; dan

6) Pertanggungiawaban atas penggunaan dana tanggap darurat bencana disampaikan
oleh Kepala OPD yang melatsanal<an fungsi penanggulangal bencana kepada PPKD

dengan melampirkal bukti-bukti pengeluaran yalg sah dan lengkap atau surat
pernyataan pertanggungjawaban belarja.

Dalam ha] keadaan darurat teiadi setelah ditetapkannya Pelaksanaan APBD,
Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya,
dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
Dasar pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan diformulasikan terlebih dahulu dalam
RKA-OPD untuk dUadikan dasar pengesahan DPA-OPD oleh PPKD setelal memperoleh
persetujuan Sekretaris Daerah.
Pelaksanaaa pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaar darurat terlebih
dahulu diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.
Dasar pengeluaran untuk kegiatan bersifat darurat yang te{adi setelah ditetapkannya
Pelaksanaan APBD tersebut diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-OPD untuk
dijadikar dasar pengesahan DPA-OPD oleh Pejabat Pengelola Keuangar Daerai (PPKD)

setelah memperoleh persetujuan Sekretaris Daerah dengal mempertimbangkan
sumber danalya.

D KEGIATAN TAHUN JAMAK
1. Kegiatan tahun jamak dimaksud harus memenuhi kriteria sekurang-kurangnya :

a. Pekeiaan konstruksi atas pelaksanaan kegiatan yang secara teknis merupalan
satu kesatuan untuk menghasilkan satu output yan.g memerlukan waktu
penyelesaian lebih dari 12 (&ta belasl bulan; atau

b. Pekerjaan atas pelaksanaan kegiatan yang menurut sifatnya harus tetap
berlangsung pada pergantian tahun anggaran seperti penanaman benih/bibit,
penghijauan, pelayanan perintis laut/udara, makanan dan obat di rumah sakit,
layanan pembuangan sampah dan pengadaan j asa cleaning seruice.

2. Penganggaran kegiatan tahun jamak berdasarkan atas persetujuan DPRD yang
dituangkan da.lam nota kesepakatan bersama antara KepaJa Daerah dan DPRD.

3. Nota kesepakat€n bersama dimaksud ditanda tangani bersamaan dengan
Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS pada tahun pertama rencana
pelaksanaan kegiatan tahun jamak.
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4. Nota kesepalatan bersama sebagaimana dimaksud sekurang-kurangnya memuat :

a. Nama sub kegiatan;
b. Jangka waktu pelaksanaan sub kegiatan;
c. Jumlal anggaran; dan
d. Alokasi anggaran per tahun.

5. Jangka wa,ktu penganggaran kegiatan talun jamak sebagaimana dimaksud tidak
melampaui alhir tahun masa jabatan Kepa.la Daerah bera-khir.

PELAKSANAAN PEKERJAAN TAHUN ANGGARAN BERKENAAN
1. Terhadap pekerjaan dari kontrak yang sumber dana-nya telah dialokasikan dalam DPA

Tahun Anggaran berkenaan, harus diselesaikar pada Tahun Anggaran berkenaan.
2. Untuk pekerjaan yang telah selesai pelaksanaannya, diberikal batas waktu sampai

dengan 30 lwa pfu\ hari dari tanggal berakhir masa kontrak untuk memproses
pencairan dana.

3. Untuk Kontrak yang beralhir di Bulan November - Desember agar memproses
pencairan dana sebelum tanggal tutup register pada Bada! Keuangan dan Aset Daerah
c. q, Bidang PerberuJaharaan.

4. Kontrak yang masa pelalsanaannya selesai di atas tanggal 2O ldua pululr) bulan
Desember tahun berkenaan, proses pencairan dana dilaksanalan pada tahun
berikutny-a.

5. Untuk Kontrak dengan Jenis Pekerjaan Desain dan Pengawasan, pengajuan
permintaan pembayaran paling lambat 2 ldual btll.arr setelah tanggal kontrak berakhir,
untuk segera mengajukan permintaan pembayaran, dal apabila melebihi dari batas
waktu yang ditentukan maka akan menjadi SiLPA tahun anggaran berkenaan.

6. Untuk Kontrak dengan Jenis Pekerjaan Pengarlaan Barang & Josa, pengajuan
permintaan pembayaran paling lambat 2 (lua) b]u]r'aI], setelah tanggal kontrak berakhir.

7. Batas alhir pembuatan kontral< berakhir tanggal 20 Desember tahun berkenaan
(ma s a u aktu p elaks anaanl.

8. Pengajuan permintaan pembayaran untuk Kekurangan, Gaji Berkala, paling lambat
akhir btlan Juni talun berkenaary dan untuk segala permintaan pembayarar yang
melewati batas yalg telah ditentukan, maka akan diproses pada tahun anggaran
berikutnya.

9. Khusus untuk belarrja tnnoraium peganaai tidak tetap (PHTll, honoraium pengelola
keuangary ternga AisourcirLg, dar tnnoraium insentif/ lainnya, permintaan
pembayaran untuk belanja tersebut dilakukar dengal mekanisme LS dan dibayarkart
per bulan" terkecuali bagi OPD yang perhitungan loraraiumnya masuk da-lam
perhitungan pagu UP maka, proses pembayarannya dilakukan mela.lui mekarisme GU.

10. Untuk belanja peq'alanan dinas, permintaan pembayaran dilakukan melalui
mekanisme GU, dan tidak diperkenankan melakukal permintaan pembayaran melalui
mekanisme TU, di kecualikan untuk perjalanan dinas ya;rg tidak termasuk dalam
perhitungan pagu UP, mala diperkenankan untuk melakukan permintaan
pembayaran melalui mekanisme TU.

11. Kelengkapal dokumen pertanggungiawaban perja,lanan dinas dalam/luar daerah
negeri/luar negeri :

a. Surat Perintah Tugas (SPT) yang di tandatangani oleh pejabat berwenang;
b. Surat Perintal Pe{alanal Dinas (SPPD);
c. Bifl Hotel;
d. Ticket dart Boarding Pass;
e. Transport l,okal;
f. Laporan Hasil Perjalaran Dinas.
Untuk Pengguna Anggaran, Surat Perintah Pe{alanal Dinas (SPPD) dapat
menandatangani SPPD sendiri dengan dasar pertimbangan tertentu dengan ketentuan
peraturum yang berlaku.

12. Untuk besaran biaya peialanan dinas luar daerah bagi Organisasi Pembinaan
Kesejahteraan Kelua-rga (PKK) dan Orgalisasi Dharma wanita disesuaikan
berdasarkan besaran pe{alanan dinas Non ASN.

4



13. Mengingat point 11 huruf a dan huruf b, kewenangan pejabat penandatanganan
diuraikan sebagai berikut :
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14. Terkait Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK NF) yang terdiri dari :

a. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS);

b. Dana Bantuan Operasional (BOP Kesetaraan);
c. Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraal Pendidikan Anak Usia Dini (BOP

PAUD); dan
d. Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK).

Agar menyampaikan laporan realisasi pendapatan dan belanja beserta pendukung
penggunaan dana/ belanja dalam bentuk lur&npg dan sofitnpy pada Badan Keuangan

dan Aset Daerah c.g. Bidong Aloll:dc;tt-si, pada setiap triwulan paling lama tanggal 10

(sepuluh) bulan berikutnya setelah triwulan yang bersangkutan berakhir.
15. Dalam penyusunan laporan barang milik daerah (BMD), agar disertakan berita acara

serah terima (BAST) yang ditandatangani oleh :

a. Pengurus Barang; dan
b. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

16. Penyampaian laporan data aset OPD, agar diserahkan pada Badan Keuangar dan Aset

Daerah c.g. Elidang Aset dalam bentuk hardrnpg dan sofiapg pada setiap triwulan
paling lama tanggal 10 lsepuluh) bulal berikutnya setelah triwulan yang bersangkutan
bera]<hir.

17. Tidak diperkenankal untuk mengajukan SPP-TU atas Sub. Kegiatan yang masuk
dalam perhitungan pagu UP. Dalam hal terdapat kegiatan yang tingkat urgensinya

tinggi, dapat dikonsultasikan langsung pada Badan Keuangan dan Aset Daerah c'9.

Bidang Alotntansi.
18. Untuk pekeq'aan fisik yang telah selesai 100o/o pekerjaannya di tahun berjdan, dapat

mengajukan permintaan pembayaran keuangan sebesar 1007o dengan menggunakan
jaminan bank dan/atau lembaga penyedia jaminan lainnya.

19. Terhadap kesempatan pelaksanaan penyelesaian pekeq'aan harus mempedomani

ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
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F. BTAYA PER.JALANAN DINAS, BIAYA SEWA KENDARAAN, PENGADAAN PAKAIAN DINAS,
BTAYA PENUNJANG KEGIATAN DAN BIAYA MASUKAN LAINI.{YA DIATUR TERSENDIRI
DALAM PERATURAN BUPATI.

G. STANDAR BTAYA BANGUNAN GEDUNG, STANDAR BTAYA PEMBANGUNAN JALAN DAN
JEMBATAN, STANDAR BI,AYA BELANJA JASA KONSULTASI PENELITIAN, PERENCANAAN
DAN PENGAWASAN, STANDAR BTAYA BANGUNAN DAN INSTALASI AIR, DIATUR
TERSENDIRI DALAM PERATURAN BUPATI.

H. STANDAR HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN DIATUR TERSENDIRI DALAM PERATURAN
BUPATI.

I. HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL DIATUR TERSENDIRI DALAM PERATURAN BUPATI

J. BANTUAN KEPADA PARTAI POLITIK DIATUR TERSENDIRI DALAM PERATURAN BUPATI.

K. TUNJANGAN PENGHASILAN PEGAWAI DTATUR TERSENDIRI DALAM PERATURAN BUPATI.

L. TUNJANGAN PERUMAHAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN KONAWE SELATAN DIATUR
TERSENDIRI DALAM PERATURAN BUPATI.

M. TATA CARA REVISI ANGGARAN DAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN LANJUTAN
(DPA-L) DIATUR TERSENDIRI DALAM PERATURAN BUPATI.

N. TATA CARA DAN MEKANISME TRANSAKSI NON TUNAI DI,ATUR TERSENDIRI DAI,AM

PERATURAN BUPATI.

O. TATA CARA PEMBAYARAN PENGHASILAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI

YANG DIBEBANKAN PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DIATUR

TERSENDIRI DALAM PERATURAN BUPATI.
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